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KATA PENGANTAR

Assa/amu’alaikum wr wb.

Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas taufiq dan
hidayah yang telah dilimpahkan kepada kita. Salawat dan salam kita sampaikan ke
haribaan Nabi Muhammad SAW.

Pengawasan, merupakan aspek penting bagi sebuah organisasi dalam rangka
menjamin terselanggaranya organisasi sesuai dengan yang telah direncanakan. Bagi
lembaga yudikatif seperti halnya lingkungan Peradilan Agama, pengawasan Pengadilan
Tinggi Agama kepada Pengadilan Agama dibawahnya menjadi suatu keharusan

sebagai kawal depan Mahkamah Agung, PTA merupakan kepanjangan tangan dari
Mahkamah Agung.

Atas dasar pemikiran tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Agama Jakarta
telah membentuk Tim Pembinaan dan Pengawasan untuk melakukan pembinaan dan
pengawasan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, dengan berpedoman pada Surat
Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 .

Berdasarkan Surat Tugas Nomor 101 1/KPTA.W9-A/ST.PW1.1/\//2024 tanggal

20 Mei 2024, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta telah menugaskan Tim untuk
melakukan Pembinaan dan Pengawasan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan mulai
tanggal 28 s/d 30 Mei 2024.. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dengan
melakukan pemeriksaan langsung di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Sebagai bentuk
pertanggungjawaban dalam melaksanakan tugas, maka dibuat Laporan Hasil
Pemeriksaan (LHP) yang memuat seluruh bidang pengawasan yang menjadi obyek
pemeriksaan, meskipun sudah diupayakan secara maksimal, laporan ini jauh dari
sempurna, karena itu masukan dan saran perbaikan dari semua pihak sangat
diharapkan.

Wassalamualaikum wr wb.

Jakarta, 30 Mei 2024

Drs. Muhammad Akyas
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Dasar Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan

1. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan
Kehakiman;

2. Pasal 32 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana diubah
dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, jo Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;

3. Pasal 12 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan
Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50
Tahun 2009;

4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2016 tentang Penegakan
Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan
dibawahnya;

5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 tahun 2016 tentang Pengawasan
dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan
Badan Peradilan dibawahnya;

6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 tahun 2016 tentang Pedoman
Penanganan Pengaduan (Whistleblowing system);

8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor
KMA/OB0/SKNII112006, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di
Lingkungan Lembaga Peradilan;

9. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor
145/KMAISKVIIF2007, tentang Pemberlakuan Buku IV Pedoman
Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Badan Peradilan;

10. Keputusan Bersama antara Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial
No. 047/KMA/SKB/IV/2002 dan No. 02/SKB/O.KY/IV/2009 Tentang Kode
Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;
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11. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung
No. 1207/DJNHK.00.7/SKNIIf2012 Tentang Pedoman Pemberdayaan Hakim
Tinggi Sebagai Kawal Depan Mahkamah Agung;

12. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku |  dan
Buku Il (Edisi Revisi) pada Pola Bindalmin;

13. Surat  Keputusan  Ketua  Pengadilan Tinggi Agama  Jakarta
Nomor 167/KPTAWS-A/SK.PW1.1/1/2024 tanggal 2 Januari 2024 tentang
Penunjukan Tim Hakim Tinggi Pembina dan Pengawas Daerah Di
Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta;

14. Surat Tugas Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor
1011/KPTA.WS-A/ST.PW1.1///2024 tanggal 20 Mei 2024.

B. Tim Pembinaan dan Pengawasan

Berdasarkan Surat Tugas Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarita Nomor
1011/KPTA.WO-A/ST.PW1.1///2024 tanggal 20 Mei 2024, Tim Pengawasan dan
Pembinaan pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan adalah sebagai berikut:

1. Nama Drs. Muhammad Akyas
NIP 19580206.198603.1.003
Pangkat/Golongan Pembina Utama (I\V/e)
Jabatan Hakim Tlinggi
Jabatan dalam Tim Ketua Tim

2. Nama Dra. Hj. Tuti Ulwiyah, M.H.
NIP 19630602.198803.2.003
Pangkat/Golongan Pembina Utama (I\/fe)
Jabatan Hakim Tinggi
Jabatan dalam Tim Anggota

3 Nama H. Bangbang Sri Pancala, S.H., SP.1., M.H.
NIP 19660505.199403.1.006

Pangkat/Golongan Pembina (IV/a)
Jabatan Panitera Pengganti

Jabatan dalam Tim Sekretaris
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4, Nama Dewi Utari, S.E., M.M.
NIP 19790102.200604.2.001
Pangkat/Golongan Pembina (IV/a)

Jabatan Analis Pengelalaan Keuangan APBN Ahli Madya
Jabatan dalam Tim Anggota

B Nama Daryanto, S.E.
NIP 198611122019031004
Pangkat/Golongan Penata Muda Tk. | (IlI/b)
Jabatan Operator - Penata Layanan Operasional

Jabatan dalam Tim Anggota

B. Tujuan Pembinaan dan Pengawasan

Tujuan pembinaan dan pengawasan adalah untuk menilai ketaatan
pelaksanaan terhadap ketentuan yang berlaku yaitu Tata Laksana Pengawasan
Peradilan (buku 1V) dengan penekanan pada segi kualitas dan pelayanan
guna menyampaikan saran-saran perbaikan agar di masa yang akan datang dapat
berjalan secara efektif dan efesien dan berhasil guna sesuai dengan rencana.
Terwujudnya pelayanan publik merupakan hal prima yang menjadi bagian dari
Reformasi Birokrasi (RB) yang sedang diupayakan oleh Mahkamah Agung.

C. Metodologi Pengawasan
Pengawasan dilakukan dengan cara:
1. Melakukan pemeriksaan terhadap dokumen;
2. Wawancara dengan pimpinan, pejabat dan petugas pelaksana yang
terkait dengan obyek pemeriksaan;

Ga

Melihat langsung proses pelayanan;
4. Melihat fisik sarana pengadilan;

D. Objek dan Ruang Lingkup Pengawasan

Objek dan ruang lingkup pengawasan sesuai Lampiran I Keputusan Ketua
Mahkamah Agung Rl Nomor KMA/0BO/SK/VIIZ006 tanggal 24 Agustus 2008
tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan‘di Lingkungan Lembaga Peradilan,
meliputi;
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Manajemen Peradilan;
Administrasi persidangan dan pelaksanaan putusan;
Administrasi Perkara ;

Administrasi Umum;

o kM s

Kinerja Pelayanan Publik.

Pemeriksaan lebih ditekankan pada SOP apakah telah sesuai dan
dilaksanakan sebagaimana mestinya. Hasil pemeriksaan dibuat dalam bentuk
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).

Pemeriksaan lapangan atau telusur lapangan dilakukan dengan cara uji
petik terhadap berkas perkara dari berbagai jenis, vaitu Cerai talak, Cerai
gugat, Kewarisan, Hibah, Ekonomi Syariah dan Perkara permohonan (volunter).

Pemeriksaan terhadap uji petik berkas meliputi administrasi peradilan,
hukum acara, dan keuangan perkara. Juga melakukan pemeriksaan dan
penutupan pada buku Kas keuangan, baik keuangan DIPA 01, DIPA 04 maupun
Keuangan Perkara (Uang Pihak Ketiga). Temuan-temuan hasil pemeriksaan yang
membutuhkan tindak lanjut, dituangkan dalam bentuk Lembar Temuan
Pemeriksaan (LTP), untuk mempermudah dalam monitoring. Format LTP

meliputi : kondisi, kriteria, sebab, akibat, dan rekomendasi.

. Waktu Pelaksanaan
Pemeriksaan dalam rangka pembinaan dan pengawasan di Pengadilan

Agama Jakarta Selatan dilaksanakan selama 3 hari mulai hari Selasa tanggal

28 sampai dengan hari Kamis tanggal 30. Mei 2024.
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BAB i
HASIL PEMERIKSAAN

Tim dalam melakukan pembinaan dan pengawasan di Pengadilan Agama
Jakarta Selatan telah melihat secara langsung pelayanan kepada pencari
keadilan dan melihat sarana prasarana serta dokumen yang dibuat, dimana
secara umum sudah dilaksanakan dengan baik sesuai standar, penggunaan
aplikasi telah dijalankan baik aplikasi komdanas maupun aplikasi yang di
standarkan oleh Direkiorat Jenderal Badan Peradilan Agama serta aplikasi
Lembaga Kementrian Keuangan pada bagian Kesekretariatan maupun
Kepaniteraan, akan tetapi masih ditemukan beberapa hal yang belum sesuai

dengan pedoman, secara rinci diuraikan sebagai berikut:

A. MANAJEMEN PERADILAN

Setelah Tim Pembinaan dan Pengawasan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta
melakukan pengawasan selama tiga hari, yaitu hari Selasa, Rabu dan Kamis
pada tanggal 28, 29 dan 30 Mei 2024, telah ternyata bahwa roda organisasi
Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah berjalan dengan baik, sehingga tidak
salah jika Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah mendapat penghargaan
berupa Predikat WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) pada tahun 2019 dan
prestasi itu dilanjutkan dengan penghargaan WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih
Melayani) pada tahun 2020;

Bidang Manajemen Peradilan telah dilakukan peninjauan lokasi dan
alhamdulillah secara umum sudah bagus, namun ada yang perlu diperbaiki
sebagai berikut, diantaranya:

Kondisi

Masih terdapat poster atau banner di PTSP yang menampilkan Pejabat Direktorat
Badilag yang lama;

Kriteria

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
026/KMA/SK/11/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;

Sebab

Kurang perhatian dari pimpinan;

Akibat

Tidak menggambarkan jajaran pimpinan BADILAG terbaru;
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Rekomendasi
Untuk segera diganti dengan Pejabat yang baru.;

B. ADMINISTRASI PERSIDANGAN DAN PELAKSANAAN PUTUSAN

1. Perkara Nomor 4021/Pdt.G/2023/PA.JS.
Kondisi
1. Berkas minutasi perkara seharusnya disampul, dijahit dan disegel, tetapi
dalam perkara ini belum disegel; |

N

. Penomoran halaman BAS seharusnya berlanjut dari sidang pertama sampai
dengan sidang terakhir, tetapi dalam perkara ini tidak ada penomoran yang
berkelanjutan sejak sidang pertama sampai dengan sidang terakhir;

3. Penetapan Penunjukan Mediator belum ditanda tangani oleh Ketua Majelis;

B

Berita Acara Sidang tanggal 8 Januari 2024 belum ditanda tangani oleh
Ketua Majelis;

PHS belum ditanda tangani oleh Ketua Majelis;

Sisa panjar perkara belum dikembalikan;

Biaya perkara antara pembukuan dan putusan berbeda;

oo N ooy

Laporan Mediator menyatakan bahwa Mediasi berhasil dan para Pihak telah
membuat akita perdamaian, tetapi persidangan tetap berlangsung
sebagaimana mediasi menyatakan tidak berhasil atau tidak ada perdamaian

diantara para pihak;

Kriteria

Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku |l Tahun
2013

Sebab

Pejabat atau petugas kurang teliti dalam melaksanakan tugasnya;

Akibat

Terjadinya kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

Rekomendasi

Agar Pimpinan memberikan bimbingan terhadap pejabat atau petugas yang
bersangkutan;
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2. Perkara Nomor 4162/Pdt.G/2023/PA.JS.

Kondisi

1. Berkas minutasi perkara seharusnya disampul, dijahit dan disegel, tapi dalam
perkara ini belum disegel;

2. Kolom daftar isi berkas perkara pada halaman sampul belum diceklis;

3. Laporan mediasi dan hasil kesepakatan perdamaian para pihak diletakan di
luar Berita Acara Sidang;

Kriteria ‘

Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku I

Tahun 2013

Sebab

Pejabat atau petugas kurang teliti dalam melaksanakan tugasnya;

Akibat

Terjadinya kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

Rekomendasi

Agar Pimpinan memberikan bimbingan terhadap pejabat atau petugas yang

bersangkutan;

3. Perkara Nomor 20/Pdt.P/2024/PA.JS.
Kondisi
1. PMH belum ada;
2. PHS belum ditanda tangani oleh Ketua Majelis;
3. Putus tanggal 25 Januari 2024 tapi sampai sekarang belum diminutasi;
4. Berita Acara Sidang belum dibuat pada setiap kali persidangan;
Kriteria
Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku I
Tahun 2013
Sebab
Pejabat atau petugas kurang memahami peraturan yang berlaku;
Akibat
Terjadinya kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
Rekomendasi
Agar Pimpinan memberikan bimbingan terhadap pejabat atau petugas yang
bersangkutan;
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4. Perkara Peninjauan Kembali Nomor 822/Pdt.G/2017/PA.JS., putus tanggal

10 November 2020;
Kondisi
Belum ada Pemberitahuan ke para pihak
Kriteria

Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku Il
Tahun 2013
Sebab

Bukti pemberitahuan PK belum ada

Akibat

Pemberitahuan PK tidak ada

Rekomendasi

Harus ada pemberitahuan PK

5. Perkara Peninjauan Kembali Nomor 4060/Pdt.G/2017/PA.JS., putus tanggal

1 Oktober 2020;

Kondisi

Belum ada Pemberitahuan ke para pihak

Kriteria

Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku lI
Tahun 2013;

Sebab

Bukti pemberitahuan PK belum ada

Akibat

Pemberitahuan PK tidak ada

Rekomendasi

Harus ada pemberitahuan PK;

C. ADMINISTRASI PERKARA
1. Perkara Nomor 1344/Pdt.G/2024/PA.JS Ekonomi Syariah (e-Court), Putus

tanggal 8 Mei 2024 Dicabut.

Kondisi
Terdapat selisih antara jumlah biaya perkara dalam putusan dan BAS serta
biaya menurut penutupan jurnal;

Kriteria

1. SEMA Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara
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2. Surat Edaran Dirjen Badilag MARI Nomor 2 Tahun 2021 tentang
Pemberitahuan Dan Pengembalian Sisa Panjar Biaya

Sebab

Panitera Pengganti tidak mengecek dahulu biaya menurut penutupan jurnal;
Akibat

Ketidakakuratan jumlah biaya perkara yang terdapat dalam putusan dan BAS;

Rekomendasi
Sebelum sidang Panitera Pengganti dan Ketua Majelis mengecek biaya
perkara yang mau diputus;

2. Perkara Nomor 1489/Pdt.G/2024/PA.JS Cerai Gugat (e-Court), Putus

tanggal 16 Mei 2024 Dicabut.

Kondisi

Kartu Tanda Advokat ada yang sudah habis masa berlakunya;

Kriteria

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Undang-Undang
Advokat,

Sebab

Tidak dapat beracara di Pengadilan;

Akibat

Kuasa Hukum tersebut tidak mempunyai legal standing mewakili pihak;
Rekomendasi

Ketua Majelis harus lebih teliti dalam memeriksa identitas dan id card kuasa
hukum;

. Perkara Nomor 3413/Pdt.G/2023/PA.JS

Kondisi
Tidak ada pengembalian sisa panjar sejumlah 160.000 di SIPP;
Kriteria
1. 8K Dirjend Badilag No 056/DJA/HK.05/SK/I/2020 tentang Pelaksanaan
Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Secara
Elektronik;
2. SK Dirjend Badilag No 056/DJA/HK.05/SK/I/2020 Bab VI Huruf C;
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3. KMA No 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Juknis Administersi Persidangan
Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan
Secara elektronik Angka Il HurufD;

Sebab

Tidak terinput jumlah pengembalian sisa panjar

Akibat

Jumlah pengembalian sisa panjar tidak terlihat

Rekomendasi

Konsisten untuk mentaati batas waktu lamanya penanganan perkara;

. Perkara Nomor 8/Pdt.G/2024/PA.JS Kewarisan (e-Court) Sidang | tanggal
19 Desember 2023 Tetapi memanggil Tergugat Il..
4.1. Kondisi

Jenis Perkara Wakaf tetapi dalam SIPP tertulis klasifikasinya Kewarisan

Kriteria

1. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama
Buku Il Tahun 2013;

2. SK Dirjend Badilag No 056/DJA/HK.05/SK/N/2020 tentang
Pelaksanaan Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan
Secara Secara Elektronik;

Sebab

Terdapat perbedaan antara jenis perkara Nomor 8

Akibat

Tidak sesuai dengan data yang diinput;

Rekomendasi

Petugas pengentri data harus lebih teliti lagi

4.2. Kondisi
Ketua Majelis belum tanda tangan di dalam BAS tanggal 20 Februari 2024,
6 Maret 2024 dan 20 Maret 2024,
Bukti tidak diparaf oleh Ketua Majelis dan tidak ada aslinya;
Kriteria
Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku
Il Tahun 2013;
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Sebab

Tidak diteliti dan diperiksa lagi berkas minutasi yang akan diserahkan ke
bagian Kepaniteraan,;

Akibat

Ada berkas minutasi dan bukti belum di tanda tangan dan diparaf;

Rekomendasi

Ketua Majelis harus lebih teliti lagi mencermati berkas minutasi;

5. Perkara Nomor 4021/Pdt.G/2024/PA.JS (e-Court) Putus tanggal 6 Mei 2024
5.1. Kondisi

Tidak ada pengembalian sisa panjar sejumlah 83.000

Kriteria

1. SK Dirjend Badilag No 056/DJA/HK.05/SK/I/2020 tentang
Pelaksanaan Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan
Agama Secara Elektronik Bab VII Huruf F Angka 1;
SK Dirjend Badilag No 056/DJA/HK.05/SK/1/2020 Bab VI Huruf C
KMA No 363/KMA/SK/XII2022 Tentang Juknis Administersi
Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha
Negara di Pengadilan Secara elektronik Angka Il HurufD;

Sebab

Tidak terlihat ada entri data pengembalian sisa panjar di SIPP;
Akibat

Data pengembalian sisa panjar tidak terlihat di SIPP;
Rekomendasi

Kasir atau Petugas pengentri data harus lebih teliti lagi;

5.2. Kondisi
PHS belum ditandatangi oleh Ketua Majelis padahal berkas sudah
diminutasi;
Kriteria

Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama
Buku Il Tahun 2013;
Sebab

Kelalaian Ketua Majelis untuk memeriksa berkas minutasi;

Laporan Hasil Pengawasan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Mei 2024 him 1 1



Akibat

PHS belum ditanda tangan;
Rekomendasi

Ketua Majelis harus lebih teliti lagi;

6. Perkara Permohonan Nomor 85/Pdt.P/2024/PA.JS

Kondisi

Terdapat selisih angka keuangan biaya perkara, dalam berkas minutasi

sejumiah 880 ribu sedangkan di data SIPP jumlahnya 780 ribu;

Kriteria

1. SK Dirjend Badilag No 056/DJA/HK.05/SK/I/2020 tentang Pelaksanaan
Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama Secara
Elektronik Bab VIl Huruf F Angka 1;

2. SK Dirjend Badilag No 056/DJA/HK.05/SK/1/2020 Bab VI Huruf C;
KMA No 363/KMA/SKIXII/2022 Tentang Juknis Administersi Persidangan
Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan
Secara elektronik Angka Il HurufD;

Sebab

Ada perbedaan data antara keuangan bhiaya perkara di berkas minutasi

dengan SIPP

Akibat

Tidak sama data antara keuangan biaya perkara di berkas minutasi dengan

SIPP;

Rekomendasi

Kasir atau Petugas pengentri data harus lebih teliti lagi;

7. Perkara Permohonan Nomor 52/Pdt.P/2024/PA.JS
Kondisi
Terdapat selisih angka keuangan biaya perkara, dalam berkas minutasi
sejumlah 570 ribu sedangkan di dalam pembukuan jumlahnya 470.000,
pengembalian sejumlah 500 ribu dan panjar 970 ribu;
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Kriteria

1. SK Dirjend Badilag No 056/DJA/HK.05/SK/I/2020 tentang Pelaksanaan
Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama Secara
Elektronik Bab VII Huruf F Angka 1;

2. SK Dirjend Badilag No 056/DJA/HK.05/SK/1/2020 Bab VI Huruf C;

3. KMA No 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Juknis Administersi Persidangan
Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan
Secara elektronik Angka Il HurufD;

Sehab

Ada perbedaan data antara keuangan biaya perkara di berkas minutasi

dengan SIPP;

Akibat

Tidak sama data antara keuangan biaya perkara di berkas minutasi dengan

SIPP;

Rekomendasi

Kasir atau Petugas pengentri data harus lebih teliti lagi;

8. Perkara Nomor 790/Pdt.G/2024/PAJS.
Kondisi
Perkara Isbat Nikah belum diumumkan 14 hari, sebelum PHS dan harus
dilanpirkan di berkas, diumumkan di mass media atau minimal ditempelkan di
papan pengumuman;
Kriteria
Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku Il Tahun
2013, halaman 145
Sebab
Mungkin lupa atau kurang koordinasi antar pihak pimpinan dengan petugas
terkait
Akibat
Tidak muncul di berkas sudah diumumkan atau belum
Rekomendasi
Harus dilampikan di berkas, diumumkan di mass media atau minimal ditempelkan
di papan pengumuman, semestinya diambil biaya PBT juga.
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9. Perkara Nomor 786/Pdt.G/2024/PA.JS.
Kondisi
Perkara Isbat Nikah belum diumumkan 14 hari, sebelum PHS dan harus
dilanpirkan di berkas, diumumkan di mass media atau minimal ditempelkan di
papan pengumuman;
Kriteria
Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku [I  Tahun
2013, halaman 145
Sebab
Mungkin lupa atau kurang koordinasi antar pihak pimpinan dengan petugas terkait
Akibat
Tidak muncul di berkas sudah diumumkan atau belum;
Rekomendasi
Harus dilampikan di berkas, diumumkan di mass media atau minimal ditempelkan

di papan pengumuman, semestinya diambil biaya PBT juga.

D. ADMINISTRASI UMUM
KEPEGAWAIAN, PERENCANAAN DAN TI
1. Uraian Tugas
Kondisi
Uraian Tugas 2024 belum dibuat
Kriteria
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kelima atas Peraturan Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan
Sebab
Kurang perhatian dari petugas yang ditunjuk dan masih terpajang uraian tugas
tahun 2022 diruang kerjaan masing-masing pegawai
Akibat
Seluruh pegawai tidak memahami tugas dan kewajibannya
Rekomendasi
Uraian Tugas harus dibuat dan diperbaharui setiap tahun serta dipajang di meja

pegawai masing-masing agar pegawai mengetahui tugas dan kewajibannya;

Laporan Hasil Pengawasan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Mei 2024 him.14





















































































































































































































	1
	2
	3
	4

